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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarhBelakang Penelitian 

ManajemenOpemerintahanIdaerah di IndonesiaUtelah memasuki 

eraLbaru diikutiTdengan diberlakukannyaHdesentralisasi fiskal. 

Kebijakan tersebut tertuangPdalam UU otonomi daerah No. 22 

tahunY1999 tentang Pemerintahan Daerah danPUU No. 259Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antaraYPemerintah Pusat dan Daerah 

efektif diberlakukan per JanuariKtahunL2001 (UU iniLdalam tahap 

perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UULNo. 32 Tahun 

2004 dan UU No. 33 Tahun 2004). DalamOhal ini, diberlakukannya 

undang-undang di atas memberikan peluang bagi daerahOuntuk menggali 

potensi lokal dan meningkatkanKLkinerja keuangannyaKdalam rangka 

mewujudkan kemandirian suatu daerah.  

BerdasarkanLundang-undang No.32 Tahun 2004HHHtentang 

PemerintahIDaerah, dapat disimpulkan bahwaKKPemerintah Daerah 

(Pemda)Lmerupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemda dan 

DPRD menurutLasas otonomi. PelaksanaanGdaerah pada dasarnya 

merupakan upayaPdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

cara melaksanakanJpembangunan daerah sesuai kehendak dan kepetingan 

masyarakat sertaLmengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan 

prioritasnya sesuaiKdengan perundang-undangan yang menjadi hak dan 
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wewenang pemda dalamUUmengatur dan mengurus sendiri 

pemerintahannya.  

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam 

organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. 

Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-

masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah 

harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja 

modal yang bersifat produktif. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih 

banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi 

daripada belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah 

Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, 

pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan 

produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah 

seharusnya mengubah komposisi belanjanya.  

Belanja Modal menampung seluruh pengeluaran Negara yang di 

alokasikan untuk pembelian barang-barang kebutuhan investasi (dalam 

bentuk aset tetap dan aset lainya). Pos belanja modal dirinci atas (i) belanja 

modal aset tetap/fisik, dan (ii) belanja modal aset lainnya/non fisik. Dalam 

perakteknya selama ini belanja lainnya non fisik secara mayoritas terdiri 

dari belanja pegawai, bunga dan perjalanan yang tidak terkait langsung 

dengan investasi untuk pembangunan. Pembangunan Infrastuktur serta 
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sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat 

dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang 

akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, 

dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor 

untuk membuka usaha di daerah tersebut sehingga meningkatkan 

pendapatan asli daerah 

PemerintahPdaerah dalam penganggaran belanja modal yang dapat 

menghasilkan asetOtetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus 

sesuai denganKkebutuhan pemerintah daerah dan atau harus sesuai dengan 

yang dibutuhkanPoleh masyarakat yang bersangkutan bertujuan untuk 

dimanfaatkan. Diharapkan masyarakat dapat ikut berperan dalam praktik 

penganggaranRbelanja modal, yang dapat memberikan masukan penting 

juga dalamKpemilihan aset tetapYyang akan diperoleh dari pelaksanaan 

belanja modalLpemerintah daerah.  

MenurutOUndang-Undang 33 Tahun 2004, penyelengaraan 

pendanaan daerah bisa berjalan secara efisien dan efektif dan juga 

mencegahUterjadinya tumpang tindih ataupun tidak tersedianya 

pendanaanPpada suatu bidang pemerintahan, maka pemerintah mengatur 

penyelenggaraanLpendanaan pemerintah yang menjadi kewenangan 

daerah yang menjadiPtanggungjawab pemerintah yang dibiayai oleh 

APBN yang menjadi kewenangan pusat yaitu Gubernur atau ditugaskan 

kepada pemerintahLdaerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas 
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pembantuan. 

Otonomi daerahPmerupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengaturKdan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundangundangan. SebagaiUdaerah otonom, daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawabPuntuk menyelenggarakanLkepentingan 

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi 

masyarakat danLpertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemerintah 

Daerah sendiriLjuga memiliki otonomiMyang luas dalam mengurusi dan 

mengelola sumber-sumber perekonomian daerah secara mandiri dan 

bertanggungYjawab yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatLdi daerah. Penetapan otonomi daerah/ desentralisasi fiskal 

oleh pemerintah pusat Indonesia tidakKlepas tangan secara penuh dan 

masihHmemberikanPbantuan kepada pemerintah daerah berupa dana 

perimbangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam 

pembangunanLdan menjadi menjadi komponen pendapatan daerah dalam 

APBD.  

Salah satu penerimaan terbesar pemerintah daerah yang dapat 

menunjang terealisasinya perencanaan belanja yang telah dirancang oleh 

pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan 

Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

yang sah. MenurutTUndang-Undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang 

berasal dariYdaerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 

PendapatanPAsli Daerah (PAD) terdiri dariIpajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaanNdaerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan yang sah (Waskito, et al., 2019). ApabilaHPendapatan Asli 

Daerah (PAD) dariOsuatu daerah mampu memberikan kontribusiLterbesar 

dalam pemasukkanLBelanja Modal, maka dapat dikatakan bahwaGdaerah 

tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor 

ekonomiMdan begituOpula sebaliknya. Hal ini diharapkan pada masa yang 

akan datang, ketergantunganGdaerah terhadap transfer dana pusat 

hendaknyaLdiminimalisasi guna menumbuhkanPkemandirian pemerintah 

daerahKdalam melakukan pelayananNpublik dan pembangunan daerah 

(Novianto dan Hanafiah, 2015). Pendapatan Asli Daerah pada suatu daerah 

jika tinggiPmaka pemerintah daerahnya berhasil mengembangkan potensi 

yang ada diRdalamnya untuk berkembang, yang akan membantu 

membiayaiJBelanja Modalnya jadi jika Pendapatan Asli Daerah yang besar 

akan mempengaruhi belanja modalnya.  

Berdasarkan hasilPPpenelitian yang dilakukan oleh beberapa 

penelitian terdahulu mengenai pengaruh PendapatanNAsli Daerah (PAD) 

terhadap BelanjaMModal, menyatakanGbahwa Pendapatan AsliLDaerah 

(PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (Novianto 

dan Hanafiah, 2015; Susanti dan Fahlevi, 2016; Wibisono dan Wildaniati, 

2016; Widiasih danIGayatri, 2017; Aditiya dan Dirgantari, 2017; Suryana, 
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2017; Alfasadun, et al., 2017; Aditya dan Maryono, 2018). Semakin tinggi 

PAD maka menggambarkanLkinerja pemerintah daerah yang baik, 

sehingga semakin tinggi PADPmaka semakin tinggi pula pengalokasian 

belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Telaumbanua, et al. (2021) menyatakanLbahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berpengaruh negatif signifikanOterhadap Belanja Modal. Akan 

tetapi beberapa peneliti mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tidak berpengaruh signifikanLterhadap Belanja Modal (Waskito, et 

al., 2019; Simbolon, et al., 2020). 

Selain dari PADGpemerintah juga memberikanNDana 

Perimbangan. Dana tersebutRbersumber dari Anggaran PendapatanNdan 

Belanja Negara (APBN) yangGmeliputi dana bagiHhasil (DBH), dana 

alokasiLumum (DAU) serta dana alokasi khususS(DAK). Dana 

perimbangan selain dimaksudkanPuntuk membantu daerah dalam 

mendanai kewenangannya, juga dapat digunakan untuk mengurangi 

kesenjanganNpendanaan pada pemerintahPdaerah serta dapatNdigunakan 

untuk meminimalisasi resiko terjadinyaGkesulitan keuangan (financial 

distress). Dana Alokasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk dapat 

memperbaiki pemerataanNperimbangan keuanganYyang ditimbulkan dari 

bagi hasil sumber daya alamMyang ada pada suatu daerah.  

PadaPpenelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh DAU terhadap Belanja Modal, menyatakan bahwa 

DAUKberpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Novianto 
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danPHanafiah, 2015; Susanti dan Fahlevi, 2016; Widiasih dan Gayatri, 

2017; Waskito, et al., 2019). Sedangkan peneliti lainnya mengungkapkan 

bahwa Dana AlokasiLUmum (DAU) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap BelanjaLModal (Aditiya dan Dirgantari, 2017; Suryana, 2017; 

Aditya dan Maryono, 2018; Simbolon, et al., 2020; Wibisono dan 

Wildaniati, 2016). 

SelainGDana AlokasiLUmum (DAU), PemerintahHdaerah juga 

akan mendapatkanPDana Alokasi Khusus (DAK). Dana AlokasiHKhusus 

(DAK) merupakan danaIyang berasal dari APBN dan dialokasikan ke 

daerah kabupaten/kota untukPmembiayai kebutuhanNtertentu yang 

sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Simbolon, et 

al., 2020). Pada dasarnya DAKKdialokasikan untuk membantuMdaerah 

dalam mendanai kebutuhanGfisik sarana dan prasarana dasar yang 

merupakan prioritas nasionalLdi bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan 

dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana 

pemerintah, kelautanNdan perikanan, pertanian, lingkunganHhidup, 

keluarga berencana (KB), kehutanan, saranaPdan prasarana pedesaan serta 

perdagangan untuk membiayai program-program serta hasil yang 

diperolehHdari kegiatan daerah maka perlu adanya pengawasan terhadap 

anggaran yang dikeluarkan pemerintah.  

Pada penelitian yang dilakukan olehObeberapa penelitian terdahulu 

mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, 

menyatakan bahwa DAK berpengaruhHpositif signifikan terhadap belanja 
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modal (Novianto dan Hanafiah, 2015; Waskito, et al., 2019; Aditiya dan 

Dirgantari, 2017; Simbolon, et al., 2020). Sedangkan peneliti lainnya 

mengungkapkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Belanja Modal (Suryana, 2017; Aditya dan Maryono, 2018). 

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakanOdana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikanPkepada daerah berdasarkan angka 

presentase untuk mendanai kebutuhanKdaerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. DBH dimanfaatkanIpemerintah daerah untuk meningkatkan 

sarana dan prasaranaPpelayanan public. Semakin tinggi DBH yang 

diperoleh oleh pemerintahIdaerah juga secara otomatis akan meningkatkan 

alokasi anggaran BelanjaLModal.  

Berdasarkan hasilPpenelitian yang dilakukan oleh beberapa 

penelitian terdahuluLmengenai pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap 

Belanja Modal, menyatakanPbahwa  DBH berpengaruh positif signifikan 

terhadap BelanjaHModal (Novianto dan Hanafiah, 2015; Susanti dan 

Fahlevi, 2016; Aditiya dan Dirgantari, 2017; Suryana, 2017; Aditya dan 

Maryono, 2018; Simbolon, et al., 2020). SedangkanKhasil penelitian yang 

dilakukan oleh Widiasih dan Gayatri (2017) menyatakan bahwa DBH 

berpengaruh negatif signifikan terhadapPBelanja Modal. Akan tetapi 

terdapat peneliti mengungkapkan bahwaKDana Bagi Hasil (DBH) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap BelanjaYModal (Waskito, et al., 2019).  

SelainNdari Pendapatan AsliKDaerah (PAD) danNtransfer dari 

pusat untuk membiayai kegiatan suatuPdaerah, Pemerintah Daerah juga 
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dapatTmemanfaatkan Sisa LebihPPPembiayaan AnggaranN(SiLPA) 

tahun sebelumnya. SiLPA merupakanPsumber penerimaanMinternal 

Pemerintah Daerah yang dapat digunakanPuntuk mendanai kegiatan-

kegiatan tahun berjalan. SILPA dijadikanLindikator efisiensi, karena 

SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplusIpada APBD dan sekaligus terjadi 

Pembiayaan NettoTyang positif dimana komponen pnerimaan lebih besar 

dari komponenGpengeluaram pembiayaan (Balitbang Provinsi NTT, 

2008) dalam Mentayani dan Rusmanto (2013).  

BerdasarkanKhasil penelitianHyang dilakukan oleh beberapa 

penelitian terdahulu mengenai pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SiLPA) terhadapPBelanja Modal. Beberapa peneliti menyatakan bahwa  

Sisa Lebih PembiayaanIAnggaran (SiLPA) berpengaruh positif signifikan 

terhadap BelanjaPModal (Wibisono dan Wildaniati, 2016; Suryana, 2017; 

Telaumbanua, et al., 2021). SedangkanMhasil penelitian yang dilakukan 

oleh Alfasadun, et al. (2017) menyatakanGbahwa SisaPLebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja 

Modal. Akan tetapiLterdapat peneliti yang mengungkapkan bahwa Sisa 

Lebih PembiayaanIIAnggaran (SiLPA) tidakHberpengaruh signifikan 

terhadap BelanjaRModal (Aditiya dan Dirgantari, 2017). 

BerdasarkanLlatar belakang dan research gap yang telah dipaparkan, 

maka penelitiPtertarik untuk menguji dan menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhiIpengalokasian Belanja Modal dengan judul “FAKTOR – 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PADA 
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KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2017-

2019”. 

 

1.2. PerumusanNMasalah Penelitian 

BerdasarkanGlatar belakang yang dipaparkan di atas, maka 

perumusan masalahPdalam penelitian ini adalah : 

1. BagaimanaHPengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

TahunG2017-2019? 

2. Bagaimana Pengaruh DanaHAlokasi Umum (DAU) berpengaruh 

terhadap BelanjaMModal padaPKabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017-2019? 

3. Bagaimana PengaruhPDana AlokasiHKhusus (DAK) berpengaruh 

terhadap Belanja Modal padaPKabupaten/Kota Provinsi JawaMTengah 

Tahun 2017-2019? 

4. Bagaimana Pengaruh DanaTBagi Hasil (DBH)Hberpengaruh terhadap 

Belanja Modal pada Kabupaten/KotaLProvinsi Jawa Tengah Tahun 

2017-2019? 

5. Bagaimana Pengaruh Sisa LebihPPembiayaan Anggaran (SiLPA) 

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa TengahPTahun 2017-2019? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian iniYmemiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menguji danPmenganalisis pengaruh PendapatanGasli Daerah (PAD) 

terhadapLBelanja Modal pada Kabupaten/Kota ProvinsiPJawa Tengah 

Tahun 2017-2019. 

2. MengujiLdan menganalisis pengaruh Dana Alokasi UmumP(DAU) 

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2017-2019. 

3. Menguji dan menganalisisSpengaruh Dana Alokasi KhususH(DAK) 

terhadap Belanja ModalLpada Kabupaten/Kota Provinsi JawaHTengah 

Tahun 2017-2019. 

4. Menguji danGmenganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap 

Belanja ModalPpada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2017-2019. 

5. MengujiRdan menganalisis pengaruh SisaHLebih Pembiayaan 

AnggaranH(SiLPA) terhadap BelanjaRModal pada Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitianIdi atas, maka manfaat yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalahJsebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan ilmu pengetahuan berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi Belanja Modal 

 

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasiPmengenai 

pengalokasian anggaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk meningkatkan sarana prasarana demi 

kesejahteraanMmasyarakat dan sebagai bahan evaluasi kesesuaian 

rencana danRrealisasi anggaran. 

b. PenelitianGini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemerintahHdaerah betapa pentingnya ketepatan pengalokasian 

anggaranNbelanja modal dan diharapkan pemerintah daerah dapat 

mengambilLkeputusan yang efektif dan efisien dalam 

mengoptimalkan pembelanjaan daerah demi kesejahteraan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 


